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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan 

Nomor 249/Pdt.G/LH/2021/PN Blb dalam pengenaan sanksi ganti kerugian 

akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Bina Usaha Cipta 

Prima. Maka penulis akan memberikan kseimpulan sebagai berikut: 

1. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan nomor 

249/Pdt.G/LH/2021/PN Blb, setelah melakukan analisis hakim berpedoman 

pada UU PPLH. Pasal 88 UU PPLH menjadi pedoman bagi hakim dalam 

menjatuhkan putusan tanggung jawab mutlak (Strict Liability) kepada PT 

Bina Usaha Cipta Prima yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan 

pada DAS Citarum khususnya Sungai Cibaligo. Putusan ini dengan 

mempertimbangkan alat bukti surat, saksi, dan ahli yang ajukan selama 

proses persidangan. Juga dalam pengenaan sanksi ganti kerugian sebesar 

838 juta dari gugatan KLKH RI sebesar 8,9 Milyar. Argumentasi 

pertimbangan hakim terhadap nilai ganti kerugian tersebut karena adanya 

perbedaan dalam penghitungan jumlah ganti kerugian sehingga majelis 

hakim memutuskan untuk menggunakan kesepakatan dari hasil negosiasi 

yang sebelumnya dead lock akibat PT Bina Usaha Cipta Prima yang tidak 
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ingin memenuhi persyaratan untuk mau membayar nilai kerugian tersebut, 

tetapi nilai kerugian tersebut digunakan untuk perbaikan IPAL perusahan 

sendiri. Namun, Majelis Hakim telah melihat secara langsung kegiatan 

usaha perusahan yang mana Perusahaan telah melakukan perbaikan pada 

system IPALnya yang sebelumnya menjadi kendala dalam kesepakatan 

negosiasi anatara kedua belah pihak. Kelemahan pemerintah dalam 

membuat regulasi tentang ceiling atau batas tanggung jawab strict liability 

dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan ini. Baik UU PPLH 

maupun peraturan lainnya tidak di jelaskan secara detail dan pasti. Di 

samping sisi yuridis demi kepastian hukum, hakim juga melihat dari sisi non 

yuridis bagi pihak Perusahaan sebagai pelaku usaha yang mempekerjakan 

karyawan yang cukup banyak ditengah kondisi pandemik covid-19, tentu 

memiliki beban yang berat dalam mempertahankan kegiatan usahanya. 

Hakim perlu bersikap lebih kritis terhadap realitas hukum yang problematis 

ini dengan melihat tidak adanya itikad baik PT bina Usaha Cipta Prima 

dalam kesepakatan negosiasi tersebut. Memang pembuktian kasus 

lingkungan ini melalui gugatan acara perdata namun sebenarnya 

permasalahan lingkungan ini pembuktiannya lebih kompleks dan bukan hal 

yang mudah karena terkait masalah pembuktian ilmiah. Oleh karena itu 

hakim di tuntut lebih bersikap progresif dengan belajar dari beberapa 

putusan pengadilan yang menangani kasus lingkungan dengan menerapkan 

hukum yang lebih bersikap progresif. Karena bukan hanya keadilan 

prosedural yang terikat pada undang-undang tetapi keadilan substantif bagi 

keadilan lingkungan dengan tidak mengesampingkan sisi keadilan bagi 

setiap orang. 

2. Penerapan sanksi ganti kerugian terhadap pencemaran lingkungan sudah 

sesuai dengan UU PPLH karena mempunyai dasar hukum terhadap 

pengenaan sanksi tanggung jawab mutlak (strict liability) sesuai Pasal 88 

UU PPLH. Begitu juga terkait perhitungan ganti kerugian melalui 

penujukan ahli secara sah oleh pejabat eslon I yang adalah KLKH RI dan 

ahli yang melakukan perhitungan ganti kerugian telah  memenuhi syarat 
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sesuai ketentuan dalam Permen LH Nomor 7 Tahun 2014.yaitu Ir. Eddy 

Soentjahyo, MT. Peran hakim sebagai penegak hukum dengan 

pertimbangan moral lingkungan dan aspek yuridis belum sepenuhnya sesuai 

perspektif keadilan lingkungan. Hakim sudah menerapkan asas in dubio pro 

natura dengan berpedoman pada hasil negosiasi nilai ganti kerugian senilai 

838 juta dan dalam kompleksitas permasalahan perbedaan perhitungan nilai 

ganti kerugian oleh ahli Ir. Eddy. Namun nilai itu belum cukup jika 

memperhitungkan dampak yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan 

tersebut. Banyak hak baik masyarakat maupun individu atas lingkungan 

yang tidak bisa di gunakan atau di manfaatkan. Tentu saja keadilan 

lingkungan dalam hal pendistribusian hak pemanfaatan lingkungan 

dilanggar. Apalagi dalam putusannya hakim tidak menjelaskan bahwa ganti 

kerugian untuk memperbaiki lingkungan hidup yang tercemar. Dalam 

kondisi ini para penegak hukum lingkungan baik hakim dan KLKH RI 

bertentangan dengan keadilan lingkungan sebagai keadilan korektif seperti 

yang dimaksudkan Adler dan Wilkinson bahwa mereka yang menimbulkan 

kerugian lingkungan (dan berarti menyebabkan ketidakadilan lingkungan) 

memikul tanggung jawab untuk mengembalikan dampak akibat kerugian 

tersebut. KLKH RI hanya menggugat ganti kerugian, tetapi tidak 

menggugat pemulihan lingkungan hidup yang terjadi. Begitu juga hakim 

hanya mengabulkan ganti kerugian lingkungan dan tidak bisa bertindak 

progresif menghukum pemulihan lingkungan hidup yang terjadi. 

Kedudukan KLKH RI terlihat jelas mewakili negara bukan mewakili 

lingkungan, karena gugatan ganti kerugian itu hanya bersifat punitif 

semacam denda yang menjadi penerimaan negara bukan pajak sebagaimana 

yang di jelaskan dalam ketentuan Pasal 8 PERMEN Nomor 11 Tahun 2014. 

Dalam hal ini baik hakim maupun KLKH RI tidak memiliki heuristika 

ketakutan pada situasi apokaliptik ini bagi keadilan lingkungan. Realitas 

putusan pengadilan ini belum sesuai perspektif keadilan lingkungan baik 

keadilan distributif dan keadilan korektif. 

B. Saran 
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Berdasarkan kesimpulan dari penelitian dan penulisan hukum diatas, maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi hakim dalam menangani kasus lingkungan perlu lebih kritis terhadap 

realitas hukum sehingga bisa menerapkan hukum progresif yang tidak 

hanya mengedepankan keadilan prosedural yang bersifat legalistis dan 

formalistis tetapi juga mengedepankan keadilan substantif bagi keadilan 

ekologi. 

2. Bagi para penegak hukum dalam bidang lingkungan perlu untuk tidak 

berlarut-larut dalam dinamika persoalan hukum lingkungan yang sedang 

terjadi, tetapi perlu tindakan pemulihan lingkungan yang cepat agar 

dampaknya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat segara 

diatasi. 

3. Bagi pemerintah untuk membuat peraturan baru dalam bidang lingkungan 

terkait ganti kerugian lingkungan sebagai sanksi yang bersifat reparatoir 

bagi lingkungan.  Juga terkait pengaturan batas tanggung jawab yang jelas 

dan pasti dalam strict liability pencemaran dan kerusakan lingkungan.  

4. Bagi KLKH RI agar penunjukan ahli dalam perhitungan ganti kerugian 

pencemaran lingkungan harus cermat dan kritis. Agar hasil perhitungan 

biaya ganti kerugian betul akurat sehingga menjadi tolak ukur yang 

membantu hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai biaya ganti 

kerugian lingkungan hidup. Bukan menjadi persoalan baru yang 

membingungkan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.  Juga dalam hal 

mewakili lingkungan perlu penuntuan biaya pemulihan lingkungan hidup. 

5. Bagi Perusahaan agar dalam melaksanakan aktivitas perusahaan perlu 

membuat pertimbangan spekulatif terhadap dampak yang akan diakibatkan. 

sehingga aktivitas perusahaan tidak berdampak negatif bagi lingkungan dan 

masyarakat juga bisa menjadi contoh yang baik bagi Perusahaan yang lain 

dengan spirit pembangunan berkelanjutan berdimensi keadilan lingkungan.    
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